BAB V
PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya terkait implementasi kebijakan pengawasan kearsipan internal
pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi Kebijakan Pengawasan Kearsipan Internal pada BMKG

Dalam implementasi kebijakan pengawasan kearsipan internal telah
terdapat standar kebijakan yakni UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
PerANRI No. 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan, Keputusan Kepala
ANRI No. 165 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan
Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan,
PKPKT Nasional ANRI, PKPKT BMKG, dan instrument penilaian berupa
form ASKI. Namun tujuan pelaksanaan kebijakan belum tercapai, hal ini
dikarenakan belum semua unit kerja telah dilaksanakan pengawasan kearsipan
internal. Sehingga belum termonitoringnya penyelenggaraan kearsipan sesuai
dengan kaidah kearsipan BMKG, terselamatkannya arsip statis, dan
teridentifikasinya arsip vital dan terjaga.

Sumber daya manusia yakni jumlah Arsiparis yang masih terbatas di
Unit Kearsipan | dan Unit Pengolah. Sumber dana yang masih terbatas
mengakibatkan belum terlaksananya pengawasan kearsipan internal di BMKG
secara maksimal. Karakteristik organisasi pelaksana adanya fragmentasi yang
dilakukan melalui pembagian tim dalam pelaksanaan kebijakan. Setiap tim
diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan kearsipan internal. Namun
belum terdapat standar operasional prosedur (SOP). Komunikasi antar
organisasi dilakukan secara internal dan eksternal telah berjalan dengan baik.
Komunikasi internal dilakukan oleh Unit Kearsipan | dengan Obyek Pengawas,
sedangkan secara eksternal dilakukan oleh Unit Kearsipan | dengan Tim
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Pengawas ANRI. Sikap para pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik,
hal ini dilihat dari para pelaksana yang telah memahami kebijakan, adanya
tanggapan, dan intensitas dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan kearsipan
internal. Kondisi sosial dalam pengawasan kearsipan internal, yakni adanya
dukungan dari Obyek Pengawasan. Kondisi politik yakni adanya dukungan dari
pimpinan untuk melaksanakan kebijakan pengawasan kearsipan internal. Jenis
manfaat dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan kearsipan internal yakni

bagi Obyek Pengawasan dan Unit Kearsipan I.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengawasan Kearsipan
Internal pada BMKG

Peneliti menemukan faktor yang berpengaruh dalam implementasi
kebijakan pengawasan kearsipan internal yang meliputi faktor pendukung dan
penghambat. Beberapa faktor yang mendukung antara lain adanya dukungan
pimpinan Unit Kearsipan, komitmen terhadap peraturan kearsipan, dan
komunikasi yang jelas antar pelaksana kebijakan. Sedangkan yang menjadi
faktor penghambat yakni budaya kerja yang kurang peduli terhadap arsip,
sumber daya manusia kearsipan dan dana yang masih terbatas.

3. Strategi  Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan Pengawasan
Kearsipan Internal di BMKG

Peneliti dalam menentukan strategi menggunakan simple tools dengan
metode pembobotan masalah. Hasil pembobotan menunjukkan 5 (lima)
masalah yang memiliki nilai tertinggi, yakni 1) Keterbatasan jumlah SDM
Kearsipan, 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pada Record Center, 3)
Terbatasnya dana pengawasan kearsipan, 4) Belum adanya dukungan dari
pimpinan, 5) Budaya kerja yang kurang peduli terhadap arsip. Peneliti
memberikan strategi untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan
pengawasan kearsipan internal yang melalui strategi jangka pendek, menengah,

dan panjang.
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B. Saran

Peneliti memberikan saran yang perlu dilaksanakan oleh BMKG dalam

implementasi kebijakan pengawasan kearsipan internal sebagai berikut :

1. Melibatkan Non Governmental Organization (NGO) pecinta sejarah dan
budaya yang berkaitan dengan pelestarian arsip dalam melaksanakan
pengawasan kearsipan. Dalam hal ini berkaitan dengan penyusutan arsip dan
penerapan Sistem Kilasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
(SKKAAD) dalam penyajian arsip bagi kepentingan pengguna eksternal
bagi Masyarakat, pengawas eksternal, dan penegak hukum.

2. Memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal.
Dalam hal ini penggunaan aplikasi pengawasan kearsipan internal yang
memudahkan setiap Obyek Pengawasan dalam pengisian form Audit Sistem
Kearsipan Internaal (ASKI) dan mencegah adanya kebocoran data
pengawasan.

3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mencari alternatif
pemecahan masalah dan perbaikan demi terselenggaranya penyelenggaraan
kearsipan internal secara berkelanjutan.

4. Bagi pengembangan penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan
analisis lebih mendalam mengenai kondisi politik, ekonomi, penggunaan
teknologi, dampak yang ditimbulkan atas pengawasan kearsipan, dan
penambahan informan kunci pemangku kebijakan dari pihak Arsip Nasional
Republik Indonesia khususnya pembuat kebijakan pengawasan kearsipan.
Selain itu juga menambahkan keterkaitan pengawasan kearsipan internal
dengan pelestarian warisan budaya dan sejarah di masa lampau, namun perlu

disesuaikan dengan lokus penelitian.
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